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ABSTRAK 

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah diterapkan secara serentak di 

Indonesia semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Namun dalam penerapannya tidak semua daerah siap dengan segera mengadopsinya, 
salah satunya Kabupaten Bangli. Ketidaksiapan penerapan ini antara lain disebabkan 

kurangnya kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan 

teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi 

pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lokasi 

penelitian dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah 

pegawai penatausahaan keuangan yang sudah Pegawai Negeri Sipil, dan menjabat 

minimal selama satu tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bangli. 
Kata kunci : kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan 

teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

 

 

ABSTRACT 
Accrual-based government accounting standards have been applied simultaneously 

in Indonesia since the enactment of Government Regulation No. 71 of 2010. 

However, in practice not all areas are ready to immediately adopt it, which one is 

Bangli. Unpreparedness of implementation is partly due to the lack of human 
resource competencies, organizational commitment and utilization of information 

technology. This study aimed to determine the effect of human resource 

competencies, organizational commitment and utilization of information technology 

at the level of implementation of accrual based government accounting standards. 

The research location is in SKPD Bangli regency. The method of analysis used is 

multiple linear regression. The sample was an employee of the financial 

administration already Civil Servants, and served at least one year. The results 

showed that the variables of human resource competencies, organizational 

commitment and utilization of information technology a positive effect on the level of 

implementation of accrual-based government accounting standards. 

Key Word: human resource competencies, organizational commitment and 

utilization of information technology, accrual-based government 

accounting standards 
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PENDAHULUAN 

Perwujudan tata organisasi pemerintahaan yang baik diperlukan adanya 

perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi 

dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak (Langelo,dkk 2015). 

Berlakunya  PP No. 71 Tahun 2010 membuat perubahan besar dalam pelaporan 

keuangan di Indonesia, yaitu perubahan basis kas menuju akrual menjadi basis 

akrual penuh dalam transaksi keuangan pemerintah (Iznillah, 2015).  

Pentingnya meningkatkan pelaporan keuangan negara juga telah diakui 

oleh lembaga keuangan internasional dan lokal seperti Bank Dunia, Dana Moneter 

Internasional, Asian Development Bank dan United Nations Development 

Program (Hepworth, 2003). Di Malaysia, terdapat kendala berupa kurangnya 

tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum 

memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan 

dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk kursus yang mengarah pada keahlian 

akuntansi profesional (Saleh and Pendlebury, 2006). Rendahnya keterampilan 

dasar akuntan pemerintah juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Fiji (Tickell, 2010). 

Menurut Fiscal (2014) dalam artikelnya menyatakan Indonesia lebih 

dahulu  menerapkan SAP berbasis akrual di ASEAN, hal ini diharapkan dapat 

menimbulkan trust, khususnya para investor bahwa Indonesia akan memiliki 

sebuah laporan yang menggambarkan hak dan kewajiban dengan tepat. Pahmi 

(2014) menjelaskan bahwa sejak tahun 2005 pada saat laporan keuangan disusun 

secara komprehensif tetapi masih menggunakan sistem cash basis yang 
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seharusnya mulai tahun 2008 sesuai dengan amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 

sudah harus menggunakan accrual basis. Laporan Keuangan Tahun 2014, dicoba 

menggunakan sistem Cash Toward Accrual dan sesuai dengan komitmen 

pemerintah pada tahun 2015, sistem akuntansi untuk pelaporan keuangan 

pemerintah akan berubah menjadi basis akrual.  

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan bahwa berdasarkan 

Keputusan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, penerapan SAP berbasis akrual 

diberlakukan per 1 Januari 2015 di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun 

daerah termasuk seluruh SKPD Provinsi Bali harus siap dan serius pahami SAP 

secara teknis. Hal tersebut dipaparkan dalam acara sosialisasi  penerapan SAP di 

Lingkungan Provinsi Bali, di Wisma Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali 13 

September 2014 menurut sumber Badan Pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto yang hadir 

sebagai narasumber menyatakan dukungannya terhadap program Provinsi Bali 

yang akan mengadakan pelatihan bagi peserta agar lebih memahami sistem SAP 

berbasis akrual ini secara utuh dan menyeluruh. Sumber daya manusia, struktur 

organisasi tata kerja dari SKPD dan pejabat pengelola keuangan daerah 

merupakan hal yang harus dipersiapkan dalam penerapan SAP berbasis Akrual di 

setiap SKPD di Provinsi Bali.  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Buleleng memuat artikel yang menyatakan BPK mengeluarkan rapor atas audit 

LKPD Kabupaten/Kota se-Bali tahun anggaran 2015, Kamis, 2 Juni 2015. Artikel 
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tersebut menyatakan kabupaten Bangli menjadi satu-satunya kabupaten yang 

gagal naik kelas karena masih mendapatkan gelar Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Delapan 

daerah lainnya raih predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu: 

Buleleng, Tabanan, Jembrana, Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan 

Karangasem. Delapan daerah yang dapat opini tertinggi WTP tersebut, 

Klungkung dan Karangasem termasuk baru pertama kalinya naik kelas. Setahun 

sebelumnya, Klungkung dan Karangasem masih berkutat dengan opini WDP atas 

audit LKPD tahun anggaran 2014. Buleleng, Tabanan, Jembrana, Denpasar, 

Badung, dan Gianyar dalam posisi sukses mempertahankan predikat WTP yang 

sudah diraihnya setahun lalu. Sebaliknya, Bangli tetap harus puas dengan opini 

WDP atas audit LKPD tahun anggaran 2015, sama seperti yang diraih setahun 

lalu. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan gagalnya Bangli meraih gelar 

WTP pada tahun 2015, di antaranya adalah ketidakjelasan aset seperti tanah dan 

masalah perencanaan pembangunan, diperkirakan menjadi penyebab utama. Hal 

ini disampaikan oleh Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata saat 

dikonfirmasi Nusa Bali. Perkembangan opini BPK RI terhadap LKPD pada 

pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali seperti yang 

tampak pada Tabel 1. di bawah ini. 
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Tabel 1. 

Perkembangan Opini BPK RI terhadap LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di 

Provinsi Bali Tahun 2010/2015 

No. LKPD 
Opini BPK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Kota Denpasar WDP WDP WDP WTP WTP WTP 

2 Kabupaten Badung WDP WTP WTP TW WTP WTP 

3 Kabupaten Gianyar WDP WDP WDP WDP WTP WTP 

4 Kabupaten Bangli WDP WDP WDP TMP WDP WDP 

5 Kabupaten Klungkung WDP WDP WDP WDP WDP WTP 
6 Kabupaten Karangasem TMP WDP WDP WDP WDP WTP 

7 Kabupaten Buleleng TMP WDP WDP WDP WTP WTP 

8 Kabupaten Tabanan WDP WDP TMP WDP WTP WTP 

9 Kabupaten Jembrana TW WDP WDP WDP WTP WTP 

10 Provinsi Bali WDP WDP WDP WTP WTP WTP 

Sumber: BPK RI LHP LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2015 

 

Keterangan: 

WDP : Wajar Dengan Pengecualian 

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 

TW : Tidak Wajar 

TMP : Tanpa Memberikan Pendapat 

 

Berdasarkan data perbandingan opini BPK RI Perwakilan Provinsi Bali 

terhadap sepuluh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada 

Tabel 1, terlihat bahwa hanya Kabupaten Bangli belum pernah tercatat 

mendapatkan opini WTP pada hasil pemeriksaan tahun 2015. Permasalahan yang 

dijelaskan dalam penelitian ini didukung dengan hasil observasi menghasilkan 

beberapa variabel yang mempengaruhi dari penerapan SAP Akrual, di antaranya 

yaitu kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan 

teknologi informasi. 

Meminimalisir kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan sangat 

didukung adanya sumber daya manusia yang profesional dan dapat memahami 

SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik apabila 

kualitas aparatur pemerintah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan 
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memahami proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku. 

Menurut Sumarsono (2003:4) sumber daya manusia adalah usaha kerja atau 

jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. SDM mencerminkan kualitas 

usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Kelemahan laporan keuangan dapat dihindari dari penyusunan laporan 

keuangan berbasis akrual dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat 

memahami SAP berbasis akrual. Dipertegas oleh pendapat Darvis (2010) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan darerah berdasarkan 

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, yaitu sumber 

saya manusia. Pengimplementasikan akuntansi berbasis akrual membutuhkan 

sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi 

pemerintahan keuangan daerah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2011)  menemukan bahwa 

kuliatas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP 

berbasis akrual. Adventana (2013) menemukan bahwa secara parsial SDM 

berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual sedangkan 

menurut Claudia and Gesso (2013) menyatakan bahwa meskipun akuntansi akrual 

telah diterapkan oleh banyak Pemda, kebanyakan politisi, yang merupakan 

pengguna internal sistem akuntansi akrual, enggan untuk menggunakannya. Selain 

itu staf dari kementrian, auditor, pemerintah, dan anggota parlemen membutuhkan 

pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Tikk, 2010). Widyastuti, dkk (2015) 
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mengatakan bahwa SDM belum memahami sepenuhnya mengenai basis akrual. 

Sibagariang (2013) menyatakan bahwa SDM tidak berpengaruh signifikan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi 

SDM dalam pemahaman SAP basis akrual maka tingkat penerapan SAP berbasis 

akrual akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

H1:  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada tingkat 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

 

Komitmen merupakan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-

hal yang dipercayakan kepada seseorang (Simanjuntak, 2005). Mengubah 

kebiasaan pencatatan transaksi berbasis kas sangatlah tidak mudah menjadi 

pencatatan transaksi berbasis akrual, sehingga diperlukan komitmen yang kuat 

dari organisasi untuk melakukan perubahan pada kinerja pegawai dapat 

menerapkan akuntansi basis akrual dengan efektif dan efisien. Davis (2010) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, yaitu 

komitmen. Komitmen pemimpin yang didukung oleh anggota organisasi secara 

berkelanjutan akan mempermudah tercapainya tujuan organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adventana (2013) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan 

penerapan SAP berbasis akrual, didukung oleh Apriliani (2015) menyatakan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAP 

berbasis akrual. Sedangkan Ardiansyah (2011) menyatakan komitmen organisasi 

tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual, sejalan dengan 
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Claudia and Gesso (2013)  menyatakan bahwa pelaksanaan penerapan akuntansi 

akrual di Italia, studi empiris menunjukkan bahwa keuntungan dari akuntansi 

akrual belum memiliki dampak yang signifikan pada sektor publik. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen 

organisasi dalam menerapkan SAP berbasis akrual maka tingkat penerapan SAP 

berbasis akrual pada organisasi akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian di 

atas, maka hipotesis dapat dirumuskan: 

H2:  komitmen organisasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

 

 

Faktor lain yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual adalah 

pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan 

persiapan sistem informasi akuntansi yang memadai agar seluruh kegiatan 

pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada SAP berbasis akrual dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Mohammadi, dkk (2012) menyatakan bahwa 

mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk menggunakan perangkat lunak 

yang sesuai untuk mekanisasi sistem atau untuk membekali mereka dalam sebuah 

sistem yang terintegrasi. 

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual relatif rumit 

dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan basis kas, dilihat dari segi 

pelaksanaan, ruang lingkup, dan waktu pencatatan. Penerapan SAP berbasis 

akrual memerlukan persiapan sistem informasi akuntansi yang memadai, agar 

seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada SAP 

berbasis akrual dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem informasi 
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merupakan sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mukhtar, 2002).  Sistem 

informasi mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu 

memenuhi harapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya  

(Widjajanto, 2001).  

Penelitian yang dilakukan Apriliani (2015), menemukan  bahwa teknologi 

informasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAP berbasis 

akrual, didukung oleh Widyastuti, dkk (2015) menyatakan bahwa teknologi 

informasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAP berbasis 

akrual. Tikk (2010) menyatakan untuk transisi penuh ke akuntansi akrual juga 

didukung oleh kemajuan dari sistem teknologi informasi. Sedangkan  Adventana 

(2013) menyatakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP 

berbasis akrual didukung oleh Sugiarto dan Alfian (2014) yang menjelaskan 

bahwa faktor sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapaan akuntansi 

berbasis akrual berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual maka tingkat 

penerapan SAP berbasis akrual semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, 

maka hipotesis dapat dirumuskan: 

H3:  pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Objek penelitian yakni pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jenis data 

yakni data kuantitatif. Sumber data yakni data primer. Penelitian menggunakan 

tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahaan berbasis akrual sebagai 

variabel terikat, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, komitmen 

organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.  

 

Gambar 1. Desain Penelitian 

Sumber: data primer diolah, 2017 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bangli (Y). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Komitmen Organisasi (X2), dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3). Populasi dalam penelitian ini adalah 

pegawai bagian staf keuangan di Kabupaten Bangli yang meliputi 2 Sekretariat, 1 

Inspektorat, 6 Badan, 4 Kantor, 13 Dinas, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah.  

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia (X1) 

H3 (+) 
Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (X3) 

H2 (+) 
Komitmen Organisasi (X2) 

H1 (+) 
Tingkat Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis 

Akrual (Y) 
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Sampel penelitian ini menggunakan metode sensus atau sampel jenuh yang 

mencangkup pegawai yang melaksanakan  tugas dan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD yaitu penjabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah 

(PPK-SKPD) dengan jumlah 140 orang.  

Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2014:122). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu 

dengan metode observasi, studi pustaka, kuesioner dan wawancara. Pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan 

teknologi informasi pada tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis akrual di Kabupaten Bangli menggunakan teknik analisis regresi linear 

berganda. Secara umum formulasi dari regresi linear berganda dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Y  = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε …………………………………………. (1) 

Keterangan: 

  Y  = penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

 α  = konstanta 

 β 1,2,3  = koefisien regresi dari variabel independen 

 ε = error term 

 X1  = kompetensi sumber daya manusia  

 X2 = komitmen organisasi  

X3 = pemanfaatan teknologi informasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil bagian penatausahaan 

keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. Penelitian 

dilakukan dengan menyebar kuesioner sebanyak 120 buah ke Satuan Kerja 
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Perangkat Daerah Kabupaten Bangli.Rincian pendistribusian dan pengembalian 

kuesioner serta informasi tingkat pengembalian disajikan di      Tabel 2. 

Tabel 2. 

Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 
Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 120  

Kuesioner yang tidak kembali (9) 

Kuesioner yang kembali 111 

Kuesioner yang tidak lengkap diisi (11) 

Kuesioner yang dapat digunakan 100 

Tingkat pengembalian kuesioner (response rate) 
(111/120)  x 100 % 

92,5% 

Tingkat pengembalian yang digunakan (usability response rate) 

(100/120)  x 100% 

83,0% 

Sumber: data primer diolah (2016) 

 

Pengujian validitas setiap butir pertanyaan pada kuesioner digunakan 

analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang 

merupakan jumlah setiap skor butir. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi Pearson’s Correlation dengan bantuan program SPSS 17.0 for 

Windows. Hasil uji validitas instrumen yang disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Sumber: Lampiran 1 

Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai Sig. (2-tailed) Pearson’s 

Correlation lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (Ghozali, 2011). Berdasarkan 

outputpada Tabel 3, nilai Sig. (2-tailed)korelasi untuk semua item lebih kecil dari 

0,05 sehingga seluruh item pernyataan pada setiap variabel dinyatakan valid. 

No. Variabel Item 
Pearson Colleration 

(Min-Max) 

Sig. 

(2-tailed) 
Ket. 

1 
Kompetensi sumber daya 

manusia (X1) 
X1.1- X1.11 0,478 - 0,770 0,000 Valid 

2 Komitmen organisasi (X2) X2.1 -  X2.11 0,597 – 0,791 0,000 Valid 

3 
Pemanfaatan teknologi 

informasi (X3) 
X3.1 -  X3.6 0,558 - 0,739 0,000 Valid 

4 

Tingkat penerapan standar 

akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual (Y) 

Y.1 -  Y.10 

 
0,398 – 0,663 0,000 Valid 
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Tabel 4. 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

No. Variabel KoefisienAlpha Cronbach Keterangan 

1 Kompetensi sumber daya manusia 0,862 Reliabel 

2 Komitmen organisasi 0,902 Reliabel 

3 Pemanfaatan teknologi informasi 0,743 Reliabel 

4 Tingkat penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual 

0,757 Reliabel 

Sumber: Lampiran 1 

 

Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbach 

lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Alpha Cronbach lebih besar dari 

0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesionerkompetensi sumber daya manusia, 

komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah reliabel. 

 Deskripsi hasil penelitian mencakup hasil analisis deskriptif meliputi rata-

rata, standar deviasi, skor minimum, dan skor maksimum. Deskripsi skor 

kuesioner kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan 

teknologi informasi, dan tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual yang tersaji pada Tabel 5. 

Tabel 5. 

Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 25 55 45,630 5,090 

Komitmen Organisasi 28 55 46,590 5,751 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 19 30 25,250 2,393 

Tingkat Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual 

25 50 39,730 4,094 

Sumber: Lampiran 2 

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat ditarik 4 deskripsi umum hasil penelitian 

sebagai berikut. 
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Data kompetensi sumber daya manusia memiliki skor minimum 25 dan skor 

maksimum 55. Skor rata-rata 45,630 dengan standar deviasi 5,090. Standar 

deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang 

mengindikasikan respon terhadap kompetensi sumber daya manusia tidak 

bervariasi. Data komitmen organisasimemiliki skor minimum 28 dan skor 

maksimum 55. Skor rata-rata 46,590 dengan standar deviasi 5,751. Standar 

deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan 

respon terhadap komitmen organisasitidak bervariasi. 

Data pemanfaatan teknologi informasi memiliki skor minimum 19dan skor 

maksimum 30. Skor rata-rata 25,250 dengan standar deviasi 2,393. Standar 

deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang 

mengindikasikan respon terhadap pemanfaatan teknologi informasi tidak 

bervariasi. Data tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

memiliki skor minimum 25 dan skor maksimum 50. Skor rata-rata 39,730 dengan 

standar deviasi 4,094. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan 

bahwa tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebaran 

skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon 

terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualtidak 

bervariasi. 
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Berdasarkan hasil analisis jawaban sampel terhadap 11 butir 

kuesionerkompetensi sumber daya manusia, terungkap deskripsi kompetensi 

sumber daya manusia pada 100responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

kuesionerkompetensi sumber daya manusia, maka dibuat tabel distribusi frekuensi 

dan persentase skor yang tersaji pada Tabel 6. 

Tabel 6. 

Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
Item STS TS R S SS Total 

1 1 1 9 61 28 100 

2 1 0 5 56 38 100 

3 2 13 10 53 22 100 

4 1 3 2 56 38 100 
5 1 0 4 63 32 100 

6 1 3 4 65 27 100 

7 1 0 1 60 38 100 

8 1 0 1 54 44 100 

9 1 10 17 44 28 100 

10 1 0 11 59 29 100 

11 1 2 15 64 18 100 

Total 12 32 79 635 342 1100 

Persentase (%) 1,09 2,91 7,18 57,73 31,09 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2017 

 

Keterangan:  STS adalah sangat tidak setuju, TS adalah tidak setuju, R adalah 

ragu-ragu, S adalah setuju dan SS adalah sangat setuju. 

 

Pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa 31,09% skor kompetensi sumber daya 

manusia direspon sangat setuju, 57,73% direspon setuju, 7,18% direspon ragu-

ragu, 2,91% direspon tidak setuju, dan 1,09% direspon sangat tidak setuju. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa respon pegawai negeri sipil bagian penatausahaan 

keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli terhadap 

kompetensi sumber daya manusia lebih cenderung responnya setuju. 
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Tabel 7. 

Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Komitmen Organisasi 
Item STS TS R S SS Total 

1 2 1 4 66 27 100 

2 1 0 1 68 30 100 

3 2 2 1 62 33 100 

4 1 0 2 75 22 100 

5 3 2 4 58 33 100 

6 1 0 1 62 36 100 

7 1 2 11 52 34 100 
8 3 1 7 52 37 100 

9 4 0 4 47 45 100 

10 3 1 5 50 41 100 

11 1 0 2 50 47 100 

Total 22 9 42 642 385 1100 

Persentase (%) 2,00 0,82 3,82 58,36 35,00 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2017 

 

Keterangan:  STS adalah sangat tidak setuju, TS adalah tidak setuju, R adalah 

ragu-ragu, S adalah setuju dan SS adalah sangat setuju. 

 

Pada Tabel 7 ditunjukkan bahwa 35,00% skor komitmen organisasi 

direspon sangat setuju, 58,36% direspon setuju, 3,82% direspon ragu-ragu, 0,82% 

direspon tidak setuju, dan 2,00% direspon sangat tidak setuju. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa respon pegawai negeri sipil bagian penatausahaan keuangan 

di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli terhadap komitmen 

organisasi lebih cenderung responnya setuju. 

Tabel 8. 

Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Item STS TS R S SS Total 

1 2 0 0 58 40 100 

2 0 0 11 54 35 100 

3 0 0 5 62 33 100 

4 2 4 13 64 17 100 

5 0 0 7 63 30 100 

6 0 0 4 66 30 100 

Total 4 4 40 367 185 600 

Persentase (%) 0,67 0,67 6,67 61,17 30,83 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Keterangan:  STS adalah sangat tidak setuju, TS adalah tidak setuju, R adalah 

ragu-ragu, S adalah setuju dan SS adalah sangat setuju. 
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Pada Tabel 8, ditunjukkan bahwa 30,83% skor pemanfaatan teknologi 

informasi direspon sangat setuju, 61,17% direspon setuju, 6,67% direspon ragu-

ragu, 0,67% direspon tidak setuju, dan 0,67% direspon sangat tidak setuju. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa respon pegawai negeri sipil bagian penatausahaan 

keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangli terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi lebih cenderung responnya setuju. 

Tabel 9. 

Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Tingkat Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Item STS TS R S SS Total 

1 0 0 1 71 28 100 

2 0 0 17 65 18 100 

3 0 4 11 68 17 100 

4 1 1 4 67 27 100 
5 0 4 14 64 18 100 

6 1 11 11 62 15 100 

7 0 7 11 55 27 100 

8 3 13 16 48 20 100 

9 1 12 16 62 9 100 

10 3 2 2 61 32 100 

Total 9 54 103 623 211 1000 

Persentase (%) 0,90 5,40 10,30 62,30 21,10 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2017 

 

Keterangan:  STS adalah sangat tidak setuju, TS adalah tidak setuju, R adalah 

ragu-ragu, S adalah setuju dan SS adalah sangat setuju. 

 

Pada Tabel 9 ditunjukkan bahwa 21,10% skor tingkat penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual direspon sangat setuju, 62,30% direspon 

setuju, 10,30% direspon ragu-ragu, 5,40% direspon tidak setuju, dan 0,90% 

direspon sangat tidak setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa respon pegawai 

negeri sipil bagian penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kabupaten Bangli terhadap tingkat penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual lebih cenderung responnya setuju. 
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Tabel 10. 

Hasil Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolgomorov-Smirnov Test 

Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean 0,00000 

Std. Deviation 3,210034 

Most Extreme Differences Absolute 0,078 

Positive 0,050 

Negative -0,078 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,777 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,583 

Sumber: Lampiran 3 

 

Berdasarkan Tabel 10, ditunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,583. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut lebih besar dari 0,05 untuk 

statistik One-SampleKolmogorov-Smirnov. Berdasarkan kriteria uji normalitas, 

data terdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 

(Ghozali, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. 

Tabel 11. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Kompetensi sumber daya 

manusia 

0,556 1,798 Tidak ada multikolinieritas 

Komitmen organisasi 0,590 1,695 Tidak ada multikolinieritas 

Pemanfaatan teknologi informasi 0,760 1,316 Tidak ada multikolinieritas 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 11,diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing 

variabel bebas lebih kecil dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di 

antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada 

model regresi linier. 

 

 



  
ISSN: 2302-8556 

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana  
Vol.20.1. Juli (2017): 555-584 

 
 

573 

 

 

 

Tabel 12. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

X1 

X2 

X3 

-1,282 1,260  -1,017 0,312 

0,066 0,037 0,230 1,777 0,079 

-0,007 0,034 -0,027 -0,214 0,831 

0,083 0,058 0,159 1,432 0,155 

Sumber: Lampiran 3 

 

Keterangan:  

X1 = kompetensi sumber daya manusia 

X2= komitmen organisasi 

X3= pemanfaatan teknologi informasi. 

 

Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel 

bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat diketahui 

persamaan garis regresi dengan menggunakan analisis koefisien beta. Hasil 

perhitungan konstanta dan koefisien beta dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 13 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 
X1 

X2 

X3 

6,052 2,379  2,544 0,013 
0,253 0,070 0,321 3,607 0,000 

0,249 0,064 0,338 3,922 0,000 

0,386 0,110 0,267 3,508 0,001 

Sumber: Lampiran 4 

 

Keterangan:   

X1 = kompetensi sumber daya manusia 

X2= komitmen organisasi 

X3= pemanfaatan teknologi informasi. 
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 Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 13, maka 

didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut. 

 Y + 6,052 + 0,253X1 + 0,249X2 + 0,386X3 + Ɛ 

 Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil 

sebagai berikut. 

Konstanta 6,052 menunjukkan jika variabel kompetensi sumber daya 

manusia(X1), komitmen organisasi (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi 

(X3)bernilai konstan, maka variabel tingkat penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual (Y) memiliki nilai positif 6,052 satuan. Kompetensi 

sumber daya manusia (X1) memiliki koefisien 0,253. Nilai koefisien regresi yang 

positif menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (X1) berpengaruh 

positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

(Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kompetensi sumber 

daya manusia (X1) dapat meningkatkan tingkat penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual (Y) sebesar 0,253 dengan asumsi variabel 

independen yang lainnya tetap. 

Komitmen organisasi (X2) memiliki koefisien 0,249. Nilai koefisien regresi 

yang positif menunjukkan bahwa komitmen organisasi (X2) berpengaruh positif 

pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Y). Hal 

ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan komitmen organisasi (X2) 

dapat meningkatkan tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual (Y) sebesar 0,249 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.  

Pemanfaatan teknologi informasi (X3) memiliki koefisien 0,386. Nilai koefisien 
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regresi yang positif menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X3) 

berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan 

pemanfaatan teknologi informasi (X3) dapat meningkatkan tingkat penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Y) sebesar 0,386 dengan asumsi 

variabel independen yang lainnya tetap. 

Tabel 14. 

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1398,368 3 466,123 43,865 0,000 

Residual 1020,127 96 10,626   

Total 2418,496 99    

Sumber: Lampiran 4 

 

Berdasarkan Tabel 14 ditunjukkan bahwa nilai F sebesar 43,865 dengan 

nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi0,000lebih kecil dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia, 

komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual. 

Tabel 15. 

Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

X1 

X2 

X3 

6,052 2,379  2,544 0,013 

0,253 0,070 0,321 3,607 0,000 

0,249 0,064 0,338 3,922 0,000 

0,386 0,110 0,267 3,508 0,001 

Sumber: Lampiran 4 

 

Keterangan:   

X1 = kompetensi sumber daya manusia 

X2= komitmen organisasi 
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X3= pemanfaatan teknologi informasi. 

 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

makaberdasarkan Tabel 15 hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia memiliki (p value) = 0,000/2 = 0,000 sehingga H1 diterima. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hasil 

pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki      

(p value) = 0,000/2 = 0,000 sehingga H2 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasimemiliki (p value) = 

0,001/2 = 0,0005 sehingga H3 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Tabel 16. 

Hasil Koefisien Determinasi 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,760 0,578 0,565 3,260 

Sumber: Lampiran 4 

 

Berdasarkan Tabel 16, diketahui bahwa hasil perhitungan koefisien 

determinasi sebesar 0,565. Hal ini menunjukkan bahwa 56,5% variabel tingkat 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualdipengaruhi oleh 

variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan 

pemanfaatan teknologi informasi,sedangkan 43,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual menunjukkan nilai t sebesar 3,607 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian 

ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiansyah 

(2011), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual.  

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh komitmen 

organisasipada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

menunjukkan nilai t sebesar 3,922 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh 

karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini 

didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adventana 

(2013), yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasipada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual menunjukkan nilai t sebesar 3,508 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,001. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Apriliani (2015), yang menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis 
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akrual sejalan dengan Tikk (2010) menyatakan untuk transisi penuh ke akuntansi 

akrual juga didukung oleh kemajuan dari sistem teknologi informasi. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi 

informasipada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

di Kabupaten Bangli, maka dapat ditarik simpulan. Kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positifpada tingkat penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang 

positif 0,253 dengan nilai signifikansiuji t 0,000 lebih kecil dari α =0,05. 

Komitmen organisasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yang ditunjukkan dengan koefisien 

regresi yang positif 0,249 dengan nilai signifikansiuji t 0,000 lebih kecil dari α 

=0,05. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada tingkat 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yang ditunjukkan 

dengan koefisien regresi yang positif 0,386 dengan nilai signifikansiuji t 0,001 

lebih kecil dari α =0,05. 

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan,maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut. Bagi instansi pemerintah daerah agar melakukan 

evaluasi secara berkesinambungan mengenai kompetensi sumber daya manusia, 

komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasidalam penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selain itu perlunya pelatihan 

berkala kepada staf yang menangani akuntansi berbasis akrual agar nantinya 
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implementasi akuntansi berbasis akrual pemerintah semakin baik demi 

tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang memiliki akuntabilitas dan 

transparansi. 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,565. Hal ini 

menunjukkan bahwa 56,5% variabel tingkat penerapan standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrualdipengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya 

manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan 

43,5% dipengaruhi oleh faktor lain.. Bagi peneliti selanjutnya dapat disarankan 

menggunakan variabel lain yang mempengaruhi tingkat penerapan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual, seperti tingkat pendidikan, integritas, 

objektivitas, komunikasi, dan kesiapan sarana prasarana. Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah 

jumlah aparatur yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak 

hanya yang berada di wilayah Kabupaten Bangli saja, sehingga diperoleh hasil 

penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. 
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